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ABSTRAK 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem 

teknologi informasi komunikasi yang memproses dan 

mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam 

bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi 

untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan 

merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Menurut Pasal 

53 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa pasien 

dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai 

kewajiban memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

Akibat hukum wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap 

dilihat dari ERS berdasarkan SIMRS untuk pembayaran dan 

pengobatan pasien diantaranya pembatalan atau penghentian 

perawatan, ganti rugi secara materiil kerugian finansial dan 

immateriil kerugian atas reputasi atau citra rumah sakit, 

penggunaan asuransi untuk membayar biaya yang belum dibayar 

dan implikasi lain dari wanprestasi pasien. Tujuan hukum yang 

hendak dicapai dengan penggunaan SIMRS terkait wanprestasi 

yang dilakukan oleh pihak pasien diantaranya melindungi dan 

memastikan terpenuhinya hak rumah sakit dan pasien, 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menghindari 

penyalahgunaan dan penyelesaian sengketa, mewujudkan 

kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi semua pihak. 

Kata Kunci : SIMRS, Perjanjian, Wanprestasi, Pasien, Tujuan 

Hukum 

 

ABSTRACT 

Hospital Management Information System is a system information 

communication technology that processes and integrates the entire flow of 

hospital service processes in the form of a network of coordination, reporting 

and administrative procedures to obtain information precisely and 

accurately, and is part of the health information system. According to 

Article 53 letter d of the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 

2004 concerning Medical Practices, it regulates that patients, when 

receiving services at medical practices, have an obligation to provide 
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compensation for the services received. The legal consequences of patient 

default in an inpatient agreement seen from ERS based on SIMRS for 

payment and treatment of patients include cancellation or termination of 

treatment, material compensation for financial losses and immaterial losses 

to the reputation or image of the hospital, use of insurance to pay unpaid 

costs and implications other than patient default. The legal objectives to be 

achieved by using SIMRS regarding defaults committed by patients include 

protecting and ensuring the fulfillment of hospital and patient rights, 

increasing the effectiveness of law enforcement, avoiding abuse and 

resolving disputes, realizing legal certainty and ensuring justice for all 

parties. 

Keyword : SIMRS, Agreement, Default, Patient, Legal Objectives 

 

 

PENDAHULUAN 

Pasien pergi ke rumah sakit karena membutuhkan diagnosis dan perawatan untuk 

penyakit atau kondisi kesehatan yang mendesak, menemui dokter untuk mendapatkan 

pemeriksaan intensif dan mengobati penyakit yang ditemukan. Penggunaan sistem informasi 

manajemen rumah sakit yang terintegrasi dengan aktivasi terkait pasien datang melakukan 

pendaftaran hingga keluar rumah sakit dapat secara otomatisasi melalui sistem elektronik rumah 

sakit mencakup pengumpulan data, perhitungan biaya, penerbitan tagihan dan pengelolaan 

pembayaran. 

Bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit yaitu berupa segala informasi database 

pasien, salah satunya tentang keuangan yang merujuk kepada pengobatan dan pembayaran 

pasien. Bentuk wanprestasi pihak pasien kepada pihak rumah sakit dalam SIMRS meliputi 

keterlambatan pembayaran tagihan, penyalahgunaan data pribadi pasien, tidak mengikuti 

prosedur yang ditetapkan rumah sakit, tidak mematuhi aturan yang ditetapkan rumah sakit, 

tidak memberikan persetujuan tertulis untuk pengobatan, pelanggaran terhadap ketentuan 

perawatan kesehatan, pemberian data palsu atau tidak lengkap pada SIMRS, kehilangan atau 

kerusakan rekam medis database pasien, penolakan untuk mematuhi kebijakan rumah sakit 

mengenai asuransi atau pembayaran dan pelanggaran ketentuan penggunaan layanan kesehatan 

jarak jauh. 

Pihak rumah sakit melalui tenaga kesehatan telah memberikan layanan jasa atas pelayanan 

kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan penyembuhan terhadap pihak pasien sehingga 

telah memenuhi kewajibannya. Pihak pasien belum melaksanakan kewajban sebagaimana 

mestinya sehingga terjadi wanprestasi berupa pelunasan pembayaran dan pengobatan dalam 

pelayanan yang diterima di rumah sakit. Adanya SIMRS secara ERS dalam penggunaannya 

dapat mengidentifikasi secara online terkait wanprestasi pihak pasien yang terblacklist serta 

pembekuan terhadap layanan BPJS Kesehatan.  

 

METODE 

Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-

undangan dilakukan dengan menganalisa akibat hukum yang timbul terkait wanprestasi yang 
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dilakukan pihak pasien dalam perjanjian rawat inap dilihat dari ERS berdasarkan SIMRS untuk 

pembayaran dan pengobatan pasien serta tujuan hukum yang hendak dicapai dengan 

penggunaan SIMRS terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pasien. Untuk mendukung 

pengkajian agar lebih komprehensif digunakan pula pendekatan konseptual dilakukan dengan 

mempelajari pandangan, doktrin, konsep dan asas-asas hukum agar dapat membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Akibat Hukum Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dilihat Dari Elektonik 

Rumah Sakit Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Untuk Pembayaran 

Dan Pengobatan Pasien. 

Perjanjian rawat inap berimplikasi pada berbagai akibat hukum baik terhadap rumah 

sakit maupun terhadap pasien sehingga digitalisasi kesehatan dalam perkembangan SIMRS 

yang menggunakan platform ERS untuk pengelolaan data pembayaran dan pengobatan 

pasien turut mempengaruhi proses penyelesaian wanprestasi dalam database pasien. 

Pembatalan perawatan dalam perjanjian rawat inap adalah tanggung jawab pembayaran 

biaya perawatan yang telah dilaksanakan sehingga rumah sakit menuntut pembayaran sesuai 

dengan tagihan dalam durasi perawatan yang telah diberikan meskipun perawatan medis 

telah berhenti sebelum selesai. Rumah sakit menuntut denda atau biaya tambahan sesuai 

dengan ketentuan dalam perjanjian baku terkait pembayaran perawatan medis yang sudah 

dilakukan tidak dapat dikembalikan sebab biaya yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit 

seperti biaya tenaga medis, obat-obatan, peralatan medis, dan fasilitas lainnya sehingga 

setelah perawatan diberikan digunakan untuk menutupi biaya operasional rumah sakit serta 

sebagai kebijakan dari rumah sakit terkait kontrak atau persetujuan dalam perjanjian baku 

antara rumah sakit dengan pasien. Penghentian perawatan medis yaitu tindakan yang sah 

secara hukum dengan memperhatikan etika medis yang tinggi dan kepentingan pasien.1 

Ganti rugi materiil dalam wanprestasi oleh pihak pasien yang tidak membayar biaya 

perawatan medis adalah kompensasi finansial yang dapat diminta oleh rumah sakit atas 

kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan pasien untuk memenuhi kewajiban 

pembayarannya terkait dengan akumulasi dari biaya perawatan yang belum dibayar, 

kerugian operasional rumah sakit dan biaya tambahan atau biaya administrasi akibat 

keterlambatan pembayaran biaya medis dalam perawatan kesehatan. Pasien tidak membayar 

biaya perawatan maka rumah sakit berhak menuntut pembayaran dan mengklaim ganti rugi 

immateriil jika tindakan pasien tersebut merugikan reputasi rumah sakit atau menyebabkan 

kerugian lainnya yang tidak dapat dihitung dengan uang.2 

Pasien dalam kepersertaannya di asuransi kesehatan baik melalui BPJS Kesehatan 

program pemerintah atau asuransi kesehatan komersial berhak mendapatkan layanan medis 

yang dalam pembiayaannya ditanggung oleh asuransi kesehatan termasuk jika pasien tidak 

mampu membayar biaya perawatan medis secara pribadi meskipun kewajiban pembayaran 

iuran harus dipenuhi terlebih dahulu oleh peserta asuransi kesehatan. Kegagalan untuk 

memenuhi aspek kewajiban yang dilakukan oleh pasien seperti dalam pengadaan, 

pengelolaan, pemeliharaan dan perlindungan data dapat dikategorikan sebagai wanprestasi 

 
1 William, Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perikatan, (Yogyakarta: Abdi Press, 2023). hal 64. 
2 Jamal Arif, Wanprestasi Dalam Hukum Di Indonesia, (Ponorogo: Ramuwi Press, 2021). hal 87. 
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yang menimbulkan kerugian dan masalah hukum bagi rumah sakit dengan pengelolaan 

SIMRS yang berkaitan dengan Permenkes No. 82 tahun 2013 adalah keandalan serta 

keterhubungan sistem yang efektif dan efisien dalam database pasien menjadi sangat penting 

untuk memastikan secara tepat akan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik oleh pihak 

pasien.3 

Wanprestasi pasien dalam pembayaran biaya perawatan medis menimbulkan 

berbagai akibat hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun pemutusan hubungan 

perawatan. Penggunaan SIMRS yang terintegrasi dengan ERS membantu rumah sakit dalam 

meminimalisir risiko wanprestasi, meningkatkan efisiensi administrasi serta memberikan 

solusi yang lebih cepat dan tepat dalam penyelesaian sengketa. Rumah sakit lebih 

memanfaatkan SIMRS dalam pengelolaan administrasi keuangan pasien untuk menciptakan 

hubungan yang lebih transparan dan mengurangi terjadinya wanprestasi.     

 

B. Tujuan Hukum Yang Hendak Dicapai Dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pasien. 

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, terdapat keseimbangan antara tiga 

tujuan utama hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pentingnya kepastian 

hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip moral dan keadilan. 

Hukum yang tidak adil atau bertentangan dengan hak asasi manusia dan moralitas harus 

ditentang bahkan jika itu menciptakan ketidakpastian hukum. Tujuan hukum untuk 

menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga berguna bagi 

kesejahteraan umum.4 

Pengelolaan SIMRS memprioritaskan kemanfaatan dalam tujuan hukum yang hendak 

dicapai terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pasien yaitu melindungi dan 

memastikan terpenuhinya hak rumah sakit dan pasien, meningkatkan efektivitas penegakan 

hukum serta menghindari penyalahgunaan dan penyelesaian sengketa. Adapun pengelolaan 

dan penerapan SIMRS mempunyai tambahan dari tujuan hukum yang hendak dicapai terkait 

dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pasien diantaranya mewujudkan kepastian hukum 

dan menjamin keadilan bagi semua pihak.5 

Memprioritaskan kemanfaatan dalam SIMRS untuk meningkatkan digitalisasi layanan 

kesehatan sehingga rumah sakit dapat meminimalkan kesalahan administrasi, memastikan 

akurasi database pasien, mempercepat pelayanan medis, melakukan verifikasi data dan 

pengambilan keputusan yang lebih tepat sesuai dengan ketentuan hukum, bertujuan 

melindungi hak pasien serta memastikan kualitas pelayanan yang optimal. Memprioritaskan 

kemanfaatan dalam penggunaaan SIMRS diutamakan untuk mencapai efisiensi, transparansi 

dan akuntabilitas dalam digitalisasi penggunaan pelayanan kesehatan rumah sakit bagi 

pasien.  

 

 

 

 
3 Kintana Cahaya, Hukum Perjanjian Dalam Wanprestasi, (Kediri: Kirana Press, 2021). hal 47. 
4 Stephen Guest, Philosophy Of Law, (Amerika Serikat: Oxford University Press, 2022). hal 40. 
5 Dedi Mulyadi, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Tujuan Hukum Di Indonesia, (Lombok: Surya Adi Cipta, 

2021). hal 23. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Akibat hukum wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap dilihat dari elektonik rumah 

sakit berdasarkan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk pembayaran dan 

pengobatan pasien diantaranya sebagai berikut : 

a. Pembatalan perawatan medis dalam perjanjian rawat inap serta penghentian perawatan, 

apabila pasien tidak memenuhi kewajibannya seperti pembayaran yang tidak sesuai 

kesepakatan maka rumah sakit berhak membatalkan dan menghentikan perawatan medis 

yang diberikan. 

b. Ganti rugi secara materiil kerugian secara finansial dan immateriil kerugian atas reputasi 

atau citra rumah sakit terhadap pasien kepada rumah sakit dapat menuntut pasien atas 

ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi. 

c. Penggunaan asuransi untuk membayar biaya yang belum dibayar, rumah sakit dapat 

menggunkan klaim asuransi untuk menutupi biaya yang belum dibayar sesuai 

kesepakatan dalam polis asuransi serta prosedur yang berlaku dalam rumah sakit terkait 

klaim tersebut. 

d. Implikasi lain dari wanprestasi pasien dari segi nonlitigasi, rumah sakit dapat melakukan 

upaya penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi atau negosiasi untuk mencari 

musyawarah mufakat bersama tanpa melibatkan proses hukum dan litigasi, rumah sakit 

dapat membawa perkara ke pengadilan untuk menuntut hak-haknya termasuk ganti rugi. 

2. Tujuan hukum yang hendak dicapai dengan penggunaan sistem informasi manajemen rumah 

sakit terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pasien diantaranya sebagai berikut : 

Memprioritaskan tujuan hukum kemanfaatan dalam penggunaan SIMRS bertujuan 

untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi rumah sakit dan pasien, bentuk-bentunya 

adalah 

a. Melindungi dan memastikan terpenuhinya hak rumah sakit dan pasien, bagi rumah sakit 

sebagai penyedia layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan dapat 

terlindungi dengan transparansi serta akurasi data yang tercatat dalam SIMRS.  

b. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum, SIMRS memudahkan dalam 

mendokumentasi setiap tindakan medis dan kesepakatan dalam perjanjian baku sehingga 

penegakan hukum atas wanprestasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 

c. Menghindari penyalahgunaan dan penyelesaian sengketa, dengan adanya sistem yang 

terstruktur dan terdokumentasi dengan baik maka resiko penyalahgunaan serta sengketa 

rumah sakit serta pasien dapat diminimalisirkan. 

Tambahan tujuan hukum kepastian dan keadilan dalam penggunaan SIMRS, bentuk-

bentunya adalah 

d. Mewujudkan kepastian hukum, SIMRS memberikan kepastian terkait dengan segala 

bentuk transaksi, komunikasi, serta pengambilan keputusan medis yang dilakukan rumah 

sakit, semua database medis tercatat dengan jelas sehingga apabila terjadi masalah hukum 

maka pihak yang terkait merujuk pada data yang sudah terverifikasi dan terpercaya. 

e. Menjamin keadilan bagi semua pihak, SIMRS secara transparansi dan objektif dapat 

menjamin perlakuan yang adil bagi rumah sakit serta pasien dengan mengakses informasi 

yang relevan secara adil dan memperoleh solusi yang proporsional dari permasalahan 

yang timbul. 
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